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FPERATURAN DAERAH KABUFPATEN SERANG
NOMORS TAHUN 2007

TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA SERANG

SAMEPAL TAHUN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERANG,

. bahwa sebagai konsekwvensi terbentuknya Propnsi Bantem vang

ditetapkan tanggal 4 Oktober 2000 dengan Undang-Undang Momor
23 tahun 2000 tentang Pembentukan FPropinei Banten, berakibar
terjadinya perubahan fisik Kota Serang yeng tergambar dalam
penggunaan lahan non produknf menjadi lahan prodakif ;

. balwa untuak mansm::la]iknn Perkernhung;n Fisxik kota maka F-u,-_—::._:

disusun Rencana Umum Tata Ruang Kota Serang antuk
mengendalikan atas penggunzan lahar dan perkembangan fisik kota:

baliwa erdasarkan pertmbeoggan sebagaimana Jdimaksud hurut a

dan hurut b perlu mengatur Rencana Tata Ruang Kota Serang dengan
Peraturan Dacrah.

Undang-undang, MNomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Fokok-pokok Agraria (Lembaran MNegara Tahun 1960 NMomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2713);

Undang-undang MNomor 2 Tahur 1961 tentang Pecabutar, Hak-hak
atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya (Lembaran Megara
Tahun 1%1 Nomor 288, Tambahan Lembaran Megaza Nomor 2324) ;

Undang-undang Momor § Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang
Hubkum Acara Fidana {Lembaran Megara Tzhoun 1981 Nomar 78,
Tambahan Lernbaran Negara Nomor 3209) ;

Undangundang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan
Megara (lemharan Negara Tahan 1985 Romor 74, Tambahan
Lembaran Negara MNomor 3317) ;

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1990 tentarg Konservasi Sumber
Daya Alarn Hayati dan Ekosistemnnya (Lembaran Megara Tahur 19490
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomer 3419) ;

Undangundang Momor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan
Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 2%  Tambahan
Lembaran MNegara Nomor 3469) ;

7. Undang-undang ........_.
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Undang-undang MNomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan {(Lembaran MNegara Tabhun 1992 Momor 49, Tambahan
Lemmbaran Megara Momaor 3480)

Undang-undang Momor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Fuang
(Lemmbaran Megara Tahun 1992 NMomor 115, Tambahan Lembaran
Megara MNomor 3501) ;

Undang-undang MNormwor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup {(Lembaran Negara Tahun 1997 Momor 63,
Tambakhan Lembaran hlepara Momor 3465409);

Undang-undang MNooor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran
Megara Tahun 1999 Momor 167, Tambahan Lembaran Megara Mhomor
2588) ;

Undang-undang MNoreor 23 Tahun 2000 tentang Pemmbentukan
Propinsi Banbten {Lembaran MNMegara Tabhun 2000 MNomor 182.
Tambahan Lembaran MMegara BMomor 2000) ;

Undang-undang MNomor 31 Tahun 2000 Desain Induastri (Lembaran
Megara Tahun 2000 Momor 243, Tambahan Lembaran Megara ™omor
4045) ;

Undang-undang Momor 7 Tahun 20004 tentang Sumber Dava Ailr
{(Lembaran MNegara Tahun 2008 MNomor 32, Tambahan Lembaran
Megara Momor 4377) ;

Undang-Undarg Momor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan {(Lembaran Megara Tahun 2004
Momor 53, Tambahan Lembaran Negara Mormor 4389) -

Undang-undang MNomor 25 Tahun 20004 tentang Sistinn Perencanaan

Pembanmgunan MNasional (Lembaran Megara Tahun 2004 MNomor 26,
Tambahan Lembaran MMegara Momor 4-421% ;

Undang - Undang Momor 32 Tahun 2004 tentang: Permerintahan
Daerah (Lembaran MMegara Tahun 2004 MNomor 125, Tambahan
Lembawran Megara MNomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang MNomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengpanti Undang-undang menjadi Undang-undang
{(Lembaran Megara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Megara MNomwor 4548);

Undang-Undang MNomor 33 Tahun 2004 tentang, Perimbangan
KFKeuangan antara Pemerintah DPusat dan Pemerintahan Daerah
{Lembaran MNegara Tahun 2004 Mormeor 126, Tambahan Lembara
Megara Nomor 4438) ;

Undangr-undang MNomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan {Lembaran
Megara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lemmbaran Megara MNomor
4444) ;

Peraturan Fermerintah Momeor 22 Tahoun 1982 tendang, Tata Pengaturan
Adr (Lembaran Megara Tahun 1582 Momor 37, Tambahan Lembaran
MNegara Nomor 3223) ;

Peraturan Pemerintah Momor 27 Tabun 1983 pentang Pelaksanaan
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lemmbaran MNegara
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Momor 3258) @

21. Peraruran Permerintak
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FPeraturan Pererinlah Moower 26 Tabua 1985 entang, Jalan (Lembsaran
Megars Tahun 1985 MNomor 37, Tambahen Lemmbaran Megora Homor
3293}

Feraturan Femerintah Momor 14 Tahun 1587 emtang Penyerahan
Sebagian Urusan Permerintahan di bidang Pekerjaan Umom kepada
Dacrah {Lembaran Megonm Tahun 1967 NHomor 25, Tambahan
Lembaran Megara Momor 3353)

Feraturan Pemerintah MNomor @ Tahun 19688 enmang Kooodinast
Fazgiatan estansi Yertikal di Deerah (Lonbacan Begara Taloan 1988
Nonwor 10, Tambahan Lembaran Megara BNoowor 3353 2

Peraturan Pemerintah Neomor 35 Tahun 191 tentang  Sungai
[Lembtarar Megara Tahun 199 Momor 44, Tambahan Lembaran
Megrara Momor 344.5) ;

Peraturan Pemerintah MNomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan
Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta
Masyarakat dzlam Penataan Ruang (Lembaran MNegsra Tahun 1996
Momer 1M, Tarmbahan Lembaran Megara MNomor 366U) ;

Peraturan Pemerintah Momor 42 Tahua 1998 tentang Penverahan
Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan kepada Daerah
{Lemnbarar MNegara Tabun 1998 MNomor 106, Tambshan Lembaran
Megara Mommor 3769) ;

FPeratvran Pemerintah Momor 27 Tahun 1999 tentarg  Analisa
Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), (Lembaran Negara Tahun
1999 MNormor 59, Tambahan Lemnbaran MNegara Nomor 3838) ;
Peraturan Pemerintah Momor 25 Tahur 2000 tentang Kewenangan
Pamerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Chlonom
(Lembarar, Megars Tahun 2000 Nomew 54, Tambahan Lermbaran
MNegara Momor 3952);

Peraturan Pemerintah Momor 77 Tahun 2000 tentang Irigasi
(Lembarar Megara Tahun 2001 MNomewr 145, Tambahan Lembaran
MNegara Nomor 4156) ;

FPeraturan Pemerintah Momor 82 Tahun 2001 tentang Pengelalaan
Kualitas Ajr dan Pengendalian Pencernaran Air (Lembaran MNegara
Tahun 2001 Namor 153, Tambabkan Lembarar Negara Nomor 41613 ;
Peraturan DNaerah Kabopaten Seramg BMomnor S Tahun 3001 bentang
Pengelolaan Kawasan Pantza (Iembaran Daerah Tahun 200 Nomor
S22y

Peraturan Daerah Kabuopaten Serang Momor & Tahwun 3001 brntang
Pomanfaatan Kepelabuhanan (Lembaran Daerab Tabun 2000 Bomor
S5

Peraturan Dacrah Kabupaten Scrang Momor 9@ mahuan 2007 tentang
Pengelolaan Tempat Pelelargan [kan (Lembaran Dagrah Tahun 2001
Mlormecr S0 :

Mernturan Doecrah Kabupaten Scrang Booor 13 Tabhon 2000 tentang,
Pengendalian Limbah (Lembaran Dacrah Tahun 2001 Momaor 515);
Feratmuran Daerah Xabupaten Serang Nomor 17 ahon 2001 oentang
Garis Sermpadan (Lembaran Daerah Tabhun 2000 MNomor 515);

%h, Peratu-am Daerab o eevvees



Menmetaplan

37.

41.

. Peraturan Daeral Kabupaten Serang Nomor 20 tahun 2007 tentang

liin Mendirikan Banguman (Lemberan Daerah Tahun 2001 Nomor
525)

Peraturan Daecrah Kabupaten Serang Momor 9 tahun 2002 tentang
Rencana Tata Rvang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2002-2012
({Lembaran Daerah Tahun 2002 Momor 589%

. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Momor 1 Tahun 2005 tentang

Pembentucan Peraturan Daerah Ksbupaten Serang (Lambaran
Dacrah Tahun 2005 Nomor T05)

. Peraturan Daerah Kabupaten Serang MNomor 11 Tahun 205 tentang

Pembentukan Crganisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaben Serang
(Lembaran Daerah Tahun 2005 Momor 717

. Peraturan Dacrah Kabupaten Serang MNomor 15 Tahun 2005 tentang

Pembentukan Crganisasi Dinas Draerah Kabupaten Serang (Lembaran
Craerah Tahun 2005 Nomor 721

Peraturan Daerah Kabupaten Serangs Momor 15 Tabun 2006 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keaangan Daerah Kabupaten Serang
(Lembaran Deerah Tahun 2006 Nomor 736);

Peraturan Daerat Kabupaten Serarg Momor 24 Tahon 2006 tentang
Penyidik Pegawai Megeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Serang (Lembaran Deerah Tahun 2006 Nomor T45)

Dergan Persetujuan Bersama

DEW AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUFATI SERANG
MEMUTUSEAN :

: PERATUEREAN DAERAH TENTAMG RENCAMNA UMUM TATA RUANG

KOTASERANG SAMPAL TAHUM 2043

BAE I
EETENTUAN UMUM
Fasal 1l

Dalam Peraturan Daerah ird, yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Craerah Kabupaten Serang,

Femerinkah Daerah adalah Bupati beserta perangkat dacrah scbagai  unsur
penyelenggara permerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Serang,.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilem Rakyat Daerah
Kabupaten Serang.
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Badar. Perencanasn Pembangunan Dasrah adalah Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Setang,

Kepala Badan Persncznaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Eadan Perencanaan
Membangunan Daerah Kabupaten Serang,

Eota adalah pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasas
wilayah administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undargan ser:z
pernukinan vang telah memperlihatkan watak dancirl kehidupan perkotaan.
Perkotaan adelah satuan kumpulan pusat-pusat pemukiman yang berperan di dalam
sgtuan wilavah pengembangan dan atau wilayah Nasional sebagai simpul jasa.
Perencangan Kotz adalah kegiatan penyusunan dan peninjauan kembal recscana-
rencana koda.

Rencana Kota adalah rencana pengembangan kota yvang disiapkan secara telnis Ja-
non teknis, baik vang ditetapkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintahan Daerah
yang merupakan ketijaksanaan pemanfaatar muoka bumi wilayah <ota vermasix
ruang di atas.

Rencana Umum Tata Euwang yang selanjutnva disingkat RUTE, adalah rencanz
peruntukan, pengzunsan, persediaan dan perreliharaan bumi, air dan ruang anghkasa
agar pemanfaatarmya opdimal, lestari, seimbang dan serasi bagi sesesar-besarmia
kemakmuran rakyat.

Rencana Umumn Tata Ruang Kota yvang selanjutnyva disingkat RUTEK, adalah rencanz
pemanfaatan ruamng kota vang disusun untul: menjaga keserasian pambangunan antar
sektor dalam rangka pelaksanzan program-progran pembangunan kota.

Rencana Teknik Ruang Kota selanjutnva disingkat RTRK |, adalah rencana
pemanfaatan ruang, kKola secara  Lerina WA, disusuy wluk  orempersia |,-]~..a_-
perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kot-.
Wilayah Perencamaan adalah wilayah vang diarabkan pemanfaatan reangnva sesual
denpan mmcana kota.

Bagian Wilayoh Kota yang sclanjumye disinglat BWEK. adalah satu kesatuan wilavak
dari kota yang bersangkutan yang merupzkan wiavah yang berbentuk secara
fungsional dan administratif dalam rangka pencapaian dava guna pelayvanan fasilitas
umum kota.

[bukota Kecamatan adalah Ibukota Kecamatan yang berada pada Pusat Pemerintahan
dari Kecamatan yang bersangkutan.

Fawhasan adalah wilayah dengan fungsi atama lindung ataw budidava.

Linghungan odalah suatu kesatan ruanmg yang mengpembarkan kesatuan sistern
kehidupan, baik dari aspek sosial, ekonomi maupann badava.

Jalan Arteri adalah jalan vang melayand angkatan utama dengan ciri<irl perjalanan
jarak jauh dan kecepatan rata-rata tfingpi.

Jalan Kolektor adalah jelan yong melayoni angkamn  pengumpulan/ pembaginn
dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang dan kecepatan rata-rata sedang,

Jalan Lokal adalah jalan yang melavani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan
jarak dekar, kecepatan rata-rata rendah, dan jamlah jalan masuk tidak dibatasd,

BAaBIl.........



BABIIL
TUJUAN DAN SASARAN RUTR
Pasal 2

Tujuan dan Saseran Fencana Umum Tata Ruang (RUTRE) Kota Serang adalah ;

a.

1)

(2)

Memperhatikan fleksibilitas dan kedinamizan rencana tata ruang kota sehingga dapa:
mengantisipasi berbagal permasalahan yang mungkin terjadi dalam perkembangan
kota.

Mendayagunakan Fencana Umum Tata Ruang Kota (RUTEK) sebagai alat untuk
menyJasun program pembangunan secara optimal dalam jangka wakiu 10 tahun Jdan
sebagal alat pengendalian pemanfaatan ruang kota secara tepat.

Membingsikan Rencana Umum Tata Euang Kota (EUTEK) sebagai hasil dari Evaluas:
RIK agar dapat menzmpung perkembangan dan dinamika kegiatan ekonomm
masyarakat Kota Serang sebagimana yang dikemukakan dalam latar belakang,

BAR III
RUANG LINGKUP
Bagian Pertama
Wilayah Perencanaan
Fasal 3

Arcal wilayah perencaraan RUTR Kota Serang seluas 12.302,57 Ha, vang mencakup &
(lira) Bagian Wilayah Kota (FWEK), yvaiu

a. BWE A (Pusat Kota), adalabh kawasan pusat kota yang ada pada saat ini.
b, BWE B (Kasamen)

c. BWEK C (Curug)

d. BWEK D ({Taktakan}

e. BWK E [Cipocok Jaya)

Batas-batas wilayah perencanaan pada tap-tiap BWEK diuraikan dalam Buku
Rencana dan Album Peta varg menjadi lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Pocncanaan

Pasald

Lingkup perncanaan RUTE Kota Serang meliputi @

mA AN OB

Kebijkan pengembangan kota

Strukiur pemanfaatan ruang kota
Struktur utama tingkat pelayanan ko
Sistemn utama jaringan utilitas kota
Sistem utama ransportasi

Fistem pengelolaan pembangunan kota

BAB IV ...



BAE IV
RENCAMNA UMUM PENGEMBANGAN ROTA

Bagian Pertama

Eebljakan Fengembangan Fota
Fasal 5

Kota Serang sebagai pusat pelayvanan kegiatan dikembancian ssrara terpadu sehinges
dapat ditinglsatkan fungsi dan perannya sebagai beriku::

a.

Pusat kegiatan pemerintahan dan pembangunan sersa pusar pembinaan masvaras::
masyarzkat untuk seluruh Kabupaten Serang Jdan FProvingl Banten sesual peranansys
sebagai ibukota kabuopaten dan Provinsi.

Pusat koleksi dan distribosi hasil produksi (Kemoditi) dan bararg keburaiz-
pervduduk dari dan kesdurvh wilayah belakangnva.

Pusat pelayanan umum untuk seluruh Kabupaten Serang dan Provinsi Banten pal:
umumnya dengan upaya peningkatn program pengembangan dl bldang pendidixz-
rnge. bidang kesehatan dengan meningkatkan kapasitas pelavanan ESLU ez
dibidang pelayanar sosial budaya dengan menvediakan berbagzi fasilitas sepsr=
peribadatan, panti seslal, pelayanan pos danlalrc-lain,

Pusat kegiatan vkonomi untuk selurah Kabupaten Setang dan Provinsi Banben dences
mengembangkan Kota Serang sehagai Pusat perdagangan dan [asa.

Pusat Cagar Budava (aniara lain situs Banten Lamaj.

Bagian Kedua
Rerncana Pemanfaatan Ruang Kota
Pasal &

Kota Serang yang mencakup 5 (lima) BWEK dimana masing-masing pusat ugkam:
pelayanan kot mempunyai fungsl berdasarkan  karakberistik dan  kecenderang:s
perkembangan pada masa yang zkan datang diarahkan untuk setiap BWK sebaga:
berikut yaitu :

BWK A (pusat kota), diarahkan sebagai pusat utama pengembangan dengan lingkur
pelayanan pusat kota dan lingkup pelivanan Fabupaten Sorang. Sedangkan funge:
dominan yang diarahkan adalah ; pusat utama Kota Sermang, pusat pemerintahar
kabupaten, pusat perdagangan reg:hnal dan perdagangan grosir (induk) pusat jasa.
pusat pendidikan dan telelommunilasi.

BWEK B diarahkan sebagai pusat pengembangan dengan fungsi domain sebagai,
penunjang cagar budaya (Banten Lama), kawasan perumahan, perdagangan dan jasa,
pendidizan, transportas: (termiral regional) dan perdagangan.

BWE , diarahkan sebagal pusat pengembangan dengan  fungsi domain  sebagai :
purat pemerintahan provingi, pusat pendidikan, perdagangan dan jasa, perumahan
dan intensifikasi pertanian.

BWK D, diarahkan sebagai pusat pengembangan dengan fungsi domain sebagai :
pusat kegiatan dan pelatiban olab mags, perkantoran,. kawasan kBlusos [modlitec)
perumahan dan perdagangan dan jasa.

BWEK E. diarahxan sebagai pusat pengembangan dengan fungsi domain sebagai :
pusat perdagangan dan jasa modern dan lergkap, pusat rekreasi keluarga (taman ria),
perkantoran dan prerumalan,



Pasal 7

Jumlah dan penyebaran penduduk kota diarabhkan sampai Tabun 2013 adalah sebesar
354870 jiwa dengan besaran penduduk diarahxan pada § (lima) BWE dengan tingkat
kepadatan sebagai berikut :

a. BWEK A (Pusat Kota) Kepadatan yang direncanakan 100 - 150 jwa/ ha.
b. BWEK B Kepadatan yarg direncanakan 75 = 100 jiwa,/ ha.
c. BWKC Kepadatan vang direncanakan 75 - 100 jiwa/ ha.
d. BWE D Kepadatan yvang direncanakan 75 = 100 jiwa,/ ha.
e. BWEK E Kepadatan varg direncanakan 75 = 100 jiwa,/ ha.

Pasal 8

(1) Rencsna Pengembangan Kota Serang ditetapkan dalam upaya mengembangkan Kota
Serang  umtuk  menunjang  pembangunan wilayah, schingga mendorong
perkembangan Kota Serang sesuai dengan hungsi utamanya sebagaimana dimaksud
pasal 5 Peraturan Daerah ini.

(2) Penpgembangan fisik kota mengerah bepada pemanfastan ruang yang mempunyai
keterkaitan dengan bentuk fisik kota dan sistemn jaringan prasarana xota.

(2} Pengembangan fisik kota harus memperhatizan keserasian dan keseimbangan fungsi

dan intensitas penggunaan lahan antara bagian wilayah kota maupun dalam sam
bagian wilzyah kota.

(4} Pengembangan perumahan diarahkan keseluruhan bagian wilayah kota.
{5} Pengembangan perumahan ditetapkan dengan pola terintegrasi antara lingkungan
perumahan yang sudah ada dengan lingkungan perumahan yang baru.

(6) Pembangunan pengembangan perumahan dengan menggunakan sistern hierarki
lingkongan.

Bagian Ketiga
Struktur Utama Tingkat Pelayanan Kota
FPasal ¥
(1) Strukitur utama tingkat pelayanan kota terdiri dari tingkat pelayanan kota dan
wilayah sekitarnva.
(2} Tingkat pelayanan schagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :

a. Kegiatan perdagangan dan jasa diarahkan sebagai kegiatan utama yang menunjang
perekonomian kota dan regional.

b. Kegiatan perdagangan dan jasa diarahkan pengembangannya pada  sekitar
kawasan yang didukurg jaringar. jalan yang mempunyai akses ke pusat
perdagangan.

¢. Pembangunan Pusat Pemerintahan merupakan suatu pusat konsentrasi berbagai
kegiatan vang Lerwbuangan dengan kepentingan sosial penduduk yang bersifat
sebagai kegiatan pelayanan.

d. Pengembangan pembangunan Pusal Pemerintahan diarahkan sekitar lokasi lama
dan pusat-pusat Bagian Wilayvah Kota.

e Fasilitas ..........



e, Fasilitas pelayanan sosial chkonemi lainaya terdiri atas pendidikan, perbadatan,
olah raga. kesenian. rekreasi. keschatan. pemerintahan. terminal dan pelavanan
LAITILLETY.

Bagian Kesmpat
Sistemn Utama Jaringan Utilitas Kota
Pasal 10
(1) Sictem jaringan utilitas vang akan dikembangloan yaitu -
a. Pengembangan air bergih.
b. Pengembangan jaringan air limbah
. Pengembangan drainasc
d. Pengembangan persampahan
e. Mengembangan jaringan listrik
f. Fengembangan elekomunikasi
(L) Pengembangan sistemn jarmgan ubilitas kota akan lelnh dittngkatkan melalui :
a. Pengembangan kebutuhan listrik dan jaringannya yang akan didistribusikan secara
clektil dan efisien ke seluruh Bagian Wilayval Kota,

b. Pengembangan kebutuhan telepon dan pengembangan listrik |Jaringanava vang
akan didistribuskan ke seluruh Bagian Wilayah FEota.

. Pengembangan kebutuban jaringan drainase yoang akon ditats sccara efektit Jan
efisien.

d. Pengembangan sarana dan prasarana pengumpulan akhir sampah vang akan
ditingkatkan sesuai kebutuhan.

Bagian Kelima
Sistern Utama Tranaporiasi
Fazal M

Sistern transportasi Kota Serang disclenggarakan secara terpadu guna mewujudkan
keseimbangan fungsi pelayanan angkutan yvang meliputi ;

a. [Jalan arteri
b [alan kolektor
<. Jalan Lolkal

Baglan Keenam
Sistem Fengelolaan Fembangunan
Paragraf 1
Pengembangan Pemanfaatan Air Baku
Pasal 12

(1} Pengembangan air baku berasal dari sungai yvang terletak di Desa Baros dan
pengembangan bendungan yang dapat menampung air dalam jangka wakibu yang
lama dan relatif permancn.

(2) Pemsanfaatarn ...



(4) Pemanfaatan mata alr baku sebagaimana dimaksud avat (1) diperuntukan bagi
pelayanan kota.

Paragraf 2
Unit Pelayanan Kawasan
Fasal 13
Pelayanan kawasan Jdilsgi dalann 3 (tiga) unit pelavanan, yaitu
1. Unit pelayanan kota (pusat kota) vang dapat melayani seluruh wilavah kota.
2. Unit pelayanan sub pusat lkota bagian dari wilayvah kota vang terdiri dari lima sub
pusat kota masing-masing terdiri dari beberapa unit lingkungan.
3. Unit pelayanan lingkungan.
Paragraf 3
Umnit Pelayanan Bagian Wilayah Kata
Pasal 12
Pelayanan terhadap bagian wilavah kota dicrientasikan pada setiap rasilitas kota yamg
meeliputi :
1. Fasilitas perdagangan dan jasa, vang meliputi warung di setiap ling~u= zan, pertokoan
di setiap BWK. sub pasar di heberapa pusat BWE, pasar regional. s:Zang distribusi,
peool minyak, perkoperasian dan pasar grosir ;

2. Fasilitas kesehatan, vang meliputi balai kesehatan Ibu dan Anak (BX 2 Puskesmas,
Puskesmas pernbantu, Dokter Praktek, Apotik dan Rumah Saklt ;

3 Fasilitas pendidikan yang disesuaikan dengan perkiraan jumlak rernduduk usia
sekolah ;
4. Fasilitas rekreasi dan olah raga vang direncanakan sekitar pusat kota, gumz mclavani
wilayah kota dan sekitarmya.
Paragraf 4
Pengelolaan Penanganan Lingkangan
Pasal 15
Pengelolaan penanganan lingkungan diprioritaskan pada wilayah kota vang komdis:
lingkungannya masih kumuh melalui tindakan penertiban, rehabilitasi/ perema-ass
penyiapan dan pembangunan baru.
BABY
RENCAMNA PELAKSANAAN
Pasal 16

(1} Pelaksanaan RUTRK diselenggarakan atas dasar pola yang terpadu yaitu dalam
rangka mendukung perkembangan kota guna mencapai tingkat perkembuangan dan
pemerataan kesejahteraan masyarakat.

(2) Pelaksanaan RUTRK yang terpadu sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dan
diarahkan unmuk mengisi pelaksanaan program pembangunan Jangka Pendek,
Menengah dan Panjang.

(3) Pelaksanaan RUTRK atas dasar tahapan perencanaan dalam rangka pembentukan
ruang melalui pencapaian perwujudan perunhikan lahan.



@)
®)

1)

Pelaksanaan perwapaian perwajudan rang  sebagaiman:  dimaksod  avat  (3),
dilaksanakan melalui prosedur perifinan tata ruang,

Pelaksanaan RUTREE untuk Jangka Panjang ditetapkan di dalam Pola Dasar
Pembangunan Dacrah, untuk Jangka Menengah melalui penetapan program dalam
Rercana  Pombanguoan  Lima Tahwun Daereh, wnluk Jangka Pendek M Tahunan
ditetapkan melalui Rencana Anggaran dan Belan Daerahb/Rencans Pembangunan
Tahunan Dacrah.

Pelaksanaan pembangunan Jangka Pendek. Menergah dan Panjang diselenggarakan
secara bersarma-sama sesuai dengan tanggungjawab dan kewajiban serta kewenangan
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah can mengikutsertakan peran serta masyarakat

dan pikak ketiga.

Pasal 17

Tahapan pelaksanzan pembangunan kota dicagi da.am 4 (empat) Tahap yaitu :

1.

(1)
2)

i)

Tahap 1
Lokasi prioritas pada kawasan pusat xota dengan Titik Berat program
- Ferbaiken / penataan kondisi lingkurgan pusat kota
Fembangunan jaringan sarana dan prasarana kota dan lain-lain
FPenataan keglatan dipusat keta, vaitu penataan perkantoran, perdagangan dan
terminal,
Tahap 11
Lokasi pricritas pada pusat lingkungan dengan Titik Berat program :
Pembangunan prasarana kota
- FPemB>angunan termminal
Pengembangan pemukiman penduduk dan fasilitas peruniangnyva
Tahap 111
Titik Berat program :
= Pemzinaan dan peningkatan prasarana kota
Pengembangan pemukiman penduduk dan fasilitasnyva
Tahap IV
Titik Berat program pembangunan kota pada tahap akhir mi Ziarahzan pada
penvelesaian dan perbaikan program-program pembangunan pada tahap setelumnva
agar tzhapan-tahapan pelaksanaan pem>anrpunan kola dapat beralan  secara

berkesinanmdnogan sehingga dapat dicapai pembangunan kota secara optimal erdaca
guna dan berharil guna.

Pasal 18
Tangpung fawal pelaksanaan RUTEK berada pada Bupati

Bupati berwenang mengambil langkah-langkah kebjakan bagi pencapaian secara
optimal palaksanaan RLITRE.

Inslansi yang menangani penjobaran remcana, pementapan rencana vang bersifat
nperasional serta upaya peninjpuan kembali rencana adalah Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda).

(4 Instansi .....occvneee



L

(1) Instansi bcknis yang memangani pelaksanaon perwujudan reang scren pelaksanaan
pembangunan program sekbor berada pada Satuan Kerja Pemeringah Daerah terkait.

(5) Eegiatan dan program yang menyvangkut pelaksanaan wrusan otonomi Pemerintah
MDezerah  wntuk |Jangka Tahonan diajpkan melalui ata cara percanbiman

programy proyek pada RAFPBD,

Pagal1%

Uraiar lebih rinci dari pelakssnaan Rencana Umuam Tata Rusng Kot Serang dituanghkan
dalam Buku Rencana dan Album Peta schagai lampiran vang tidak terpizsahban dar:
Peraturan Daerah ini.

BABR VI

PENGAWASAN, PENGENDALIAN, EVALLUAS]
AN PERAN SERTA MASYARAKAT

Dagian Pertans
Pengawasan dan Fengendalian
Pasal 20
{1} Tujuan pengawasan dan pengendalian pembangunan kotz adalah:
a. Mewupdkan pencapaian pembangunan ruang vang ditetapkan.

b. Mencegah tumpang tindih  penggunaan  lahan  serta  penyimpangan -
penyimpangan pembentukan ruang dari rencana vang ditetapkan.

(2} Upaya pengawasan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakckan dengan
cara permnantauan dan evaluasi menveluruh terhadap pelaksanaan pembangunan tata
ruang, kota yang sedang berjalan.

(3) Kewenangan pengawasan dan pengendalian pembangunan kota berada pada Bupati.

(4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (3). Bupati dapat
menunjuk Instansi teknis guna melaksanakan pengawaszan dan pengendalan.

Bagian Kedua

Evaluaasi
Fasal 21
{1} EUTEK yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali untuk di sesuaikan dengan
Eebutuhan
(2) Peninjauar kembali sebagaimana dimaksud ayat [1). dilakukan paling lama 3 {lima)
takun schali.
Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat dan Fihak Ketiga
Pasal 22
{1} ELUTRK dilaksanakan dengan memberikan peluang pada peran aktif masyarakat dan
pihak ketiga.

(2 Peluang ...



2)

(%)

()

2)

3

-
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Peluang keikutsertaan masvarakat dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud avat (1),
berupa swadaya masyarakat dan investasi swasta baik investasi langsung maupun
malalni bentuk kerjasama Pomerintah Dacrah.

Terhadap lapizan masvarakat wermasuk kalangan pihak ketiga berkewajizan untulk
mentaati penyelenggaraan pelaksanaan RUTREK sesuai dengan kebentuan vang telah
d:tetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAFE VII
PENYIDIKAN

Pasal 23
Pejabat Pegawai SNegeri Sipil terentu di lingkungan Pemrerintah Daecah diverd
wewenang khusus sebagai Penvidik urtuk melakukan penyidikan terhad:p
pelanggamn ketenuan sebegaimana dimaksud Pasal 32 ayat (3).
Wowenang penyidik scbageimana dimaksud avat (1} adalah:

a,  Menmesima, mencari, mengumpulkan dan meneliti. keterangan atag laporan
berkenaan dergan adasva tindak pidana agar keterangan atou laporan tersebut
menjadi lengkap dan jelas;

b.  Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi ateu
badan teniang kebenaran perbuatan vang dilakukan sehubungan dengan tindak
rridana ;

¢ hieminta beterangan dan bahan bulti dari orang pribadi stau baden sehubangsn
dengan adanya tindak pidana ;

Jd  Mereriksa buko-buko, catatan-catatan dan dokumen-dekurmren kin berkenasn
dengan adanya tindak pidana;

e. Melakukan pengpeledahan untuk mendapatkan barang bukt pembukuan,

percatatan dan dekumen-dokumen lain serta melakukan penvitaan erhadap
barang bukti tersebut ;

f. Meminta bantuan temaga ahli dalam rangka pelaksanzan sentidikan findsk
pidamna ;

8- Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggakan ruasgan atau
empat pada saal pemeriksaan sedang berlangsung dan pemeriksaar, identitas
orang danfatau delsumen yang dibawa sebapaimana dimaksud pada huruf 2;

h. Memetret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;

i.  Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperikse schagaimara
tersanigka atau saks;

i- Menghentikan penvidikan;

k. Melakukan tindakan lain vang perlu untuk kelancaran penvidikan tindak pidara
menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), memberitahukan dimulainya penvidikan

dan menyampailkan hasil penyldikannya kepada penuntut wmuom, sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahuns 1981 tentang Hokuam
Acara Pidana,

BAEVTL .



BAB VI
KFTENTUAN PIDANA
Pasal 24

1) Barangsiapa melanggar ketentuan Pagal 16 ayat {4) dan Pagal 22 ayat (3), diancam
kurungan pidana paling ama € (enam) bulan atav denda setirggi-tingginva Rp.
50.000.000, - ( lima puluh juta rupiah).

i2) Tindak pidana scbagaimana dimaksud ayat (1)adalah pelanggaran.

BAE IX
KETENTUAN FERALIHAN
Pasal 25

Segala berntuk Perijinar Pemanfaatan Ruang vang ada sebelom berlakunya Peranosas
Dacrah ini scparjang tidak bertentangan masih dinvatakan teap berlabu dan apabZla
bertentangan maka harus disesuaikan dengan Peraturan Daernh ini.

BAB X
EKETENTUAN PENUTLP
Pasal 26

Hal - hal vang belum cukup diatur dalam Peraturan Dacrah ind sepanjang mengenai
teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati,

Pasal 27
Peraturan Dacrah ind mulai berlaku pada tanggal divndanghan.,

Agar sctisp orang dlp\lt rn:ng,."tnhuin}'n, memerintahkan  pengundangan  Peraturan
Daerah ini dengan penempatarnya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di Serang
pada tanggal 23 Juli 2007
EUFATI SERAMIL,

A TAUFITK NURIMAN
DiundanpgkandiSefy an g

pada tanggal 3 Jul]| 2007
SEKRETARIS DAH KABUPATEN SERANG,

HA. 5YAHEBEANDAR W
LEMBARAN DA KABUPATEN SERANG TAHUN 2007 NOMOR 76d



